6.1

BAB VI
SARAN

Saran

Saran yang dapat diberikan setelah mengikuti kegiatan

PKPA di Apotek Kimia Farma Kalibokor adalah sebagai berikut:

1.

Setiap calon apoteker yang mengikuti kegiatan PKPA harus
lebih memiliki kepercayaan diri dan bersikap profesional
dalam melakukan kegiatan pelayanan kefarmasian di tempat
PKPA.

Pemantauan terapi obat perlu dilakukan  untuk
mengoptimalkan hasil terapi dan meminimalisir kerugian
(dari efek samping, interaksi dan lain-lain) dari penggunaan
obat.
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